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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah manusia, pendidikan telah dilakukan oleh manusia 

pertama dimuka bumi, yaitu sejak nabi Adam. Bahkan dalam al Qur’an 

dinyatakan bahwa proses pendidikan terjadi pada saat nabi Adam berdialog 

dengan Allah SWT. Pendidikan ini muncul karena adanya motivasi pada diri 

nabi Adam serta kehendak Allah SWT sebagai pendidik langsung nabi Adam 

untuk mengajarkan beberapa nama.
1
 Hal ini dijelaskan dalam al Qur’an surah 

al Baqarah ayat 31 : 

                         

       2 
“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!".(QS. Al Baqarah: 31). 
 

Pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengandung aspek visi, 

misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, pendidik, peserta didik, sarana prasarana, 

dan lingkungan.
3
 Diantara kedelapan aspek tersebut satu sama lain tidak dapat 

dipisahkan. Karena aspek tersebut saling berkaitan sehingga membentuk 

sistem. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pendidikan adalah aspek pendidik atau guru. 

Tugas formal seorang guru tidak sebatas berdiri dihadapan peserta 

didik berjam-jam hanya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, lebih 
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dari itu, guru juga menyandang predikat sebagai sosok yang dianut dan 

dicontoh perilakunya dalam segala aspek kehidupan, hal inilah yang menuntut 

agar guru bersikap sabar, jujur, dan penuh pengabdian. Dalam konteks 

pendidikan, sosok pendidik mengandung makna model atau sentral 

iidentifikasi diri, yakni pusat anutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta 

didiknya. Guru sangat berperan dan mempunyai peran yang cukup besar 

terhadap kematangan intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik.
4
   

Guru memiliki tanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan 

program pengajaran. Karena guru adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas pendidikan yang membantu peserta didik mencapai 

kedewasaan masing-masing.
5
 

Peran guru sebagai pelaksana dari sebuah kegiatan pendidikan tentu 

harus didukung seperangkat keahlian. Karena guru merupakan sebuah profesi 

yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar 

mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
6
 Jadi guru 

harus memiliki keahlian khusus atau profesional. Dengan keahlian tersebut 

diharapkan sebuah pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien serta berhasil, 

karena dilaksanakan oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan 

tuntutan pekerjaannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW; 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أ بي هريرة رضيالله عنه قال 

اعةَِ  لَِِ غيَِْْ أَهْلِِِ فاَنتَْظِرِ إلسَّ ذَإ وُسِدَ إلآمْرُ إ   7(روإه إلبخارى). إ 
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Dari Abu Harairah r.a. berkata, telah berkata Rasulullah SAW, 

“Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang tidak ahlinya maka 

tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari) 

  

Pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya 

pengembangan profesional guru menjadi sangat penting, dan merupakan usaha 

mempersiapkan guru agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, 

keterampilan dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai guru profesional. 

Pengembangan atau peningkatan kemampuan profesional guru harus 

bertolak pada kebutuhan atau permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru, 

agar lebih bermakna. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (2) mengamanatkan bahwa dalam 

rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban 

meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.
8
 Pernyataan undang-undang tersebut mempersyaratkan 

guru harus memiliki (a) kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV, (b) 

kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional; dan (c) sertifikat pendidik. Guru 

diharapkan meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan melalui 

pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. 

Khusus mengenai keterlibatan dalam organisasi profesi pendidik, Guru 

Pendidikan Agama Islam (GPAI) SD terlibat dalam Kelompok Kerja Guru 

(KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar (SD). Sudah banyak 

upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan baik yang 

menyangkut proses pembelajaran maupun pembinaan serta pengembangan 

GPAI. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa program pemerintah 

dalam usaha meningkatkan profesionalisme guru belum mencapai sasaran, 

diantaranya adalah: program yang dikembangkan kurang melibatkan guru, 
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permasalahan yang disajikan bersifat generalisasi yang berlaku umum padahal 

permasalahan yang dihadapi guru seringkali bersifat lokal dan kontekstual, 

permasalahan yang dianggap penting oleh pengembang program belum tentu 

dianggap sebagai permasalahan yang penting oleh guru.
9
  

Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilaksanakan di Kelompok 

Kerja Guru (KKG) untuk Sekolah Dasar, maupun di Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) untuk Sekolah Menengah.  Berkaitan dengan forum yang 

ada di KKG maupun MGMP yang sangat strategis untuk peningkatan 

kompetensi guru dan kinerja guru. 

KKG PAI merupakan wadah kegiatan profesional dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan untuk membina 

hubungan kerjasama secara koordinatif antara sesame guru PAI dengan 

memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing guru PAI.
10

 

Melalui KKG PAI ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

profesional, tanpa peningkatan kemampuan pengembangan tugas dan fungsi 

sebagai guru PAI, rasanya sulit menciptakan situasi yang kondusif untuk 

menumbuh kembangkan suasana pembelajaran dikelas yang berdampak pada 

pencapaian kualitas PAI. 

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 tahun 2010, pasal 

17 disebutkan bahwa: 

 Pembinaan Guru Pendidikan Agama, termasuk Guru Pendidikan 

Agama Islam (GPAI), secara nasional dilakukan oleh Direktur 

Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri. Pembinaan 

GPAI diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi 

melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan 
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pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, 

keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.
11

  

 

Kondisi ini memang terjadi dan membutuhkan treatment yang tepat. 

Program menghidupkan kembali (revitalisasi) peran dan fungsi KKG PAI 

menjadi relevan untuk dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan peran dan 

fungsi KKG PAI bagi pengembangan profesionalitas guru PAI. Melihat fungsi 

strategis KKG PAI terhadap posisi guru, maka menjadi penting untuk 

penguatan organisasi KKG PAI. Sebab realitasnya kondisi KKG PAI tidak 

memiliki semangat (spirit) untuk menggerakan potensi dirinya sebagai 

organisasi dan sebagai pelayan bagi kepentingan guru.  

Penguatan KKG PAI sebagai organisasi menjadi sarana penguatan 

bagi guru PAI secara individu. Mengingat guru PAI merupakan anggota dari 

KKG PAI. Ketika KKG PAI sebagai organisasi mampu mandiri dan berdaya, 

maka fungsi layanannya kepada guru PAI semakin terasa. Sebab KKG PAI 

adalah organisasi yang langsung bersentuhan dengan guru PAI. Disinilah 

peran penting KKG, untuk membantu GPAI dalam menyelesaikan segala 

persoalan.  

Keberadaan KKG ini sangat penting dan strategis dalam upaya 

pengembangan pendidikan agama Islam, namun selama ini keberadaanya 

belum dioptimalkan. Maka dari itu, perlu kita eratkan tali pengikat agar terjadi 

kebersamaan dalam mengembangkan PAI. GPAI harus rapatkan barisan agar 

PAI dapat berkembang. Hal penting juga dalam upaya peningkatan pendidikan 

agama Islam disekolah adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai 

sebagai pendukung PAI.  

Manajemen mutu KKG adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

dalam organisasi yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pemantauan bagi peningkatan pengetahuan dan performansi 
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mengajar guru.
12

 Manajemen mutu KKG yaitu mengurus, mengatur, dan 

mengelola seluruh potensi yang ada pada KKG, dengan memahami mengapa 

dan bagaimana orang bekerja sama, cara-cara mengatur orang lain 

menjalankan tugas yang dilakukan secara profesional untuk mencapai tujuan 

secara efektif, efisien dan produktif. 

Islam telah mengajarkan dan memberi dasar tentang pentingnya 

sebuah mutu, sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surah al-Qashah ayat 

77 : 

                  

                         

     13 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(QS Al Qashash : 

77).  

 

Dari ayat tersebut mutu merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakni 

berbuat baik kepada semua pihak disebabkan karena Allah SWT telah berbuat 

baik kepada manusia dengan aneka nikmat-Nya, dan dilarang berbuat 

kerusakan dalam bentuk apapun.
14

 

Mutu KKG seharusnya mendapat perhatian utama. Upaya 

pengendalian dan jaminan mutu dari produk dipadukan dalam proses produksi 

dengan menempatkan tanggung jawab atas mutu kepada para pelaksana tugas. 
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Menurut Snyder dkk sebagaimana dikutip oleh Nasution, sistem manajemen 

mutu dirancang untuk memenuhi mutu terpadu. Standar sistem mutu 

menentukan ukuran pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

produk jadi atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mutu menjadi hal 

yang sangat sentral dalam manajemen mutu terpadu. Guna menjamin dan 

mengendalikan mutu tersebut, manajemen mutu terpadu bertujuan untuk 

memberikan kepastian bahwa setiap kegiatan memberikan kontribusi guna 

mencapai tujuan utama dan dilaksanakan dengan penuh efisien.
15

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana manajemen mutu KKG PAI Kecamatan Randublatung 

Kabupaten Blora tahun pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana peningkatan profesionalisme guru PAI SD melalui KKG PAI 

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana model manajemen mutu KKG PAI dalam peningkatan 

profesionalisme guru PAI SD di Kecamatan Randublatung Kabupaten 

Blora tahun pelajaran 2013/2014? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya berbagai permasalahan yang penulis uraikan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui manajemen mutu KKG PAI di Kecamatan 

Randublatung Kabupaten Blora tahun pelajaran 2013/2014. 

b. Untuk mengetahui peningkatan profesionalisme guru PAI SD melalui 

KKG PAI Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun pelajaran 

2013/2014. 
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c. Untuk mengetahui model manajemen mutu KKG PAI dalam 

peningkatan profesionalisme guru PAI SD di Kecamatan 

Randublatung Kabupaten Blora tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan masukan dalam 

penambahan literatur dan bahan bacaan khususnya dalam hal 

manajemen mutu KKG PAI. 

2) Penelitian ini juga dapat meneguhkan manfaat kegiatan KKG PAI 

dan pentingnya KKG PAI untuk pengembangan profesionalisme 

guru PAI di Sekolah Dasar. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi KKG PAI 

Sebagai bahan referensi dan masukan tentang 

bagaimanakah manajemen mutu KKG PAI yang baik, sehingga 

dapat bermanfaat untuk anggota dan pengurus, serta meneguhkan 

peran KKG PAI sebagai wahana dalam meningkatkan 

profesionalitas guru PAI SD serta hal-hal yang menjadi 

problematika dan mencari solusi dalam peningkatan 

profesionalisme guru PAI SD di Kecamatan Randublatung 

Kabupaten Blora. 

Juga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam menentukan 

program-program kerja KKG PAI, serta pelaksanaan dan evaluasi 

kinerja pengurus KKG PAI dalam menjalankan organisasi. 

2) Bagi guru 

Setelah dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan guru 

mendapatkan manfaat, berupa pentingnya mengikuti kegiatan 
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KKG PAI, terutama manfaat yang bisa diambil untuk peningkatan 

keprofesionalannya. 

3) Bagi Pemangku Kebijakan 

Sebagai bahan pemikiran bagi lembaga/institusi terkait 

dalam hal ini Kepala Sekolah, Pengawas Pendidikan Agama Islam, 

Kepala UPTD TK/SD Kecamatan dan Seksi Pendidikan Agama 

Islam pada Sekolah (Sie PAIS) Kankemenag, yang semuanya 

adalah supervisor pendidikan untuk dapat memberdayakan KKG 

PAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru PAI dengan 

baik. 

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi tesis ini, maka peneliti 

memaparkan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian muka tesis  terdiri  atas:  halaman  sampul  (cover),  halaman  

judul,  halaman pengesahan,  halaman  pernyataan  keaslian,  abstrak,  

kata  pengantar,  pedoman transliterasi, daftar istilah, daftar singkatan, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

2. Bagian Isi. Pada bagian ini memuat lima bab, yaitu: 

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah,  

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Pemikiran dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II: Manajemen Mutu KKG PAI dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru PAI SD, yang meliputi : Pertama, Manajemen 

Mutu KKG PAI meliputi: pengertian manajemen mutu KKG PAI, 

fungsi manajemen mutu KKG PAI, komponen manajemen mutu KKG 

PAI, prinsip-prinsip manajemen mutu KKG PAI. Kedua, 

Profesionalisme guru PAI meliputi: pengertian profesionalisme guru 

PAI, ciri-ciri guru PAI profesional dan sikap profesionalisme guru 

PAI. Ketiga, Model-model Manajemen Mutu 

Bab III:  Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji 
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keabsahan data dan metode analisis data. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas: 

Pertama, Hasil Penelitian yang berisi tentang Profil dan Gambaran 

Umum KKG PAI Kec. Randublatung Tahun 2013/2014, Pelaksanaan 

Manajemen Mutu KKG PAI Kec. Randublatung, dan Upaya 

meningkatkan Profesionalitas Guru PAI SD melalui KKG PAI Kec. 

Randublatung tahun 2013/2014. Kedua, Analisis dan Pembahasan 

yang berisi tentang Analisis Manajemen Mutu KKG PAI Kec. 

Randublatung Kab. Blora Tahun Pelajaran 2013/2014, Analisis Upaya 

Peningkatan Profesionalisme Guru PAI SD Kec. Randublatung 

melalui KKG PAI Kec. Randublatung melalui KKG PAI Kec. 

Randublatung Tahun Pelajaran 2013/2014, dan Analisis Model 

Manajemen Mutu KKG PAI Kec. Randublatung dalam meningkatkan 

profesionalisme guru PAI SD Kec. Randublatung Tahun Pelajaran 

2013/2014. Ketiga, berisi tentang Temuan Penelitian. 

Bab V: Penutup, yang berisikan Kesimpulan, Saran, dan Kata 

Penutup. 

3. Bagian Akhir, terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan 

Riwayat Pendidikan Peneliti. 


